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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
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NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTAS
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Pressden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/K ota;

c. Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
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Mengingat

1.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

daam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan
Peraturan Kepala Badan Koordinas Penanaman Modal
tentang Sistem Pelayanan Informas dan Perizinan Investas
secara Elektronik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM PELAYANAN
INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTAS SECARA
ELEKTRONIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasdl |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam
modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan
penanaman moda yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,

fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal,
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10.

11.

12.

13.

Laporan Kegiatan Penanaman Moda, yang selanjutnya
disngkat LKPM, adalah laporan berkala mengenai
perkembangan kegiatan perusshaan dan kendala yang
dihadapi penanam modal.

Badan Koordinas Penanaman Modal, yang selanjutnya
disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman
modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden.

Perangkat Daerah Provins bidang Penanaman Modal, yang
selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
provinsi, dengan bentuk sesual dengan kebutuhan masing-
masing pemerintah proving, yang menyelenggarakan fungsi
utama koordinas di bidang penanaman modal di pemerintah
proving.

Perangkat Daerah Kabupaten/K ota bidang Penanaman Modal,
yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu
kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan
kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang
menyelenggarakan fungs utama koordinasi di  bidang
penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.

Departemen adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang
menteri yang memiliki  kewenangan untuk memberikan
pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi penanam modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat
PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan
nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instanss yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampal
dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu
tempat.

Sistem Pelayanan Informas dan Perizinan Investas secara
Elektronik, yang selanjutnya disngkat SPIPISE, adalah
Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang
terintegrass  antara  BKPM  dan kementerian/Lembaga
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20.

21.

22.

23.
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Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.

Portal SPIPISE adalah piranti lunak berbasis situs (website)
yang merupakan gerbang informasi dan pelayanan perizinan
dan nonperizinan penanaman modal di Indonesia.

Pengelola adalah Pusat Pengolahan Data dan Informas
BKPM yang melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan
pengembangan SPIPISE secara berkelanjutan.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagal pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian
kualitas layanan sebagai kewagjiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Jgak audit adalah rekam jgak seluruh tahap proses yang
dilakukan bailk dalam satu instans atau lembaga maupun
antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara
hukum, serta melengkapi semua jgak kgadian dan
pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.

Akses adalah kegiatan menggunakan SPIPISE.

Hak akses adalah hak yang diberikan oleh pengelola SPIPISE
kepada pengguna SPIPISE yang telah memiliki identitas
pengguna dan kode akses untuk menggunakan SPIPISE.

|dentitas pengguna (user 1D) adalah nama atau pengenal unik
sebagai identitas diri dari pengguna SPIPISE.

Kode akses adalah kumpulan angka, huruf, smbol, karakter
lainnya, atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci
untuk memverifikas identitas pengguna

Akun pengguna (user account) yang selanjutnya disebut akun
adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik pengguna
yang dissmpan dalam SPIPISE minima mencakup identitas
pengguna dan kode akses.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,



